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ABSTRACT

Land Procurement is an activity of providing land which is carried out by
giving compensation to the rightful party. Land acquisition is currently inseparable
from a national strategic project which has now become an annual agenda and is
based on statutory regulations, one of which is part of the project is Land
Acquisition for the Makassar-Parepare Railroad which was carried out in Maros
Regency. Land acquisition is never free from conflicts and/or problems in its
implementation, therefore a special strategy is needed to overcome problems that

will arise when the process of implementing land acquisition is carried out.

This research is a research that uses qualitative methods with a descriptive
approach. The purpose of this research is to find out the strategies carried out by
the Land Olffice of Maros Regency as the executor of land acquisition during the
land acquisition process for the Makassar-Parepare Railway Line held in Maros
Regency and to find out what obstacles were encountered during the

implementation of land acquisition and solutions for solving these problems.

Based on this research, it is known that the Maros District Land Olffice
implemented several strategies during the implementation of land acquisition,
starting with the inventory and identification of the P4T, the provision of
compensation, and the measurement of land parcels. Obstacles that existed during
the implementation of land acquisition inevitably occurred, but the Maros District
Land Office swiftly resolved these obstacles with various solutions in the framework

of accelerating the implementation of land acquisition.

Keywords: Strategy, Land acquisition, Maros
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah pengadaan tanah baru ada setelah adanya Peraturan Mendagri
Nomor 15 Tahun 1973 dimana pengadaan tanah itu sendiri disebut sebagai
pembebasan tanah. Pembebasan tanah merupakan pelepasan hubungan
hukum yang terjadi antara pemilik tanah dengan tanahnya yang kemudian
diberikan ganti rugi yang layak.

Sebelumnya pada UU No. 5 Tahun 1960 atau UUPA tidak
disebutkan menganai kata pengadaan tanah sama sekali. Namun pada pasal
18 disebutkan istilah pencabutan hak atas tanah bagi kepentingan umum.
Pasal 18 ini kemudian diperluas pelaksanaannya dengan pembentukan UU
No. 20 Tahun 1961.

Istilah pengadaan tanah dipergunakan lagi pada Perpres No. 36
Tahun 2005, lalu kemudian diubah lagi dengan Perpres No. 65 Tahun 2006.
Peraturan terbaru mengenai Pengadaan Tanah dirangkum kembali pada UU
No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum.

Adapun upaya pembangunan dalam rangka terwujudnya
pembangunan nasional yang bersinergi dengan kemajuan teknologi dan
komunikasi yang telah dicantumkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 adalah
dengan melakukan Proyek Strategis Nasional atau PSN. Salah satu yang
menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional tersebut yaitu proyek Jalur
Kereta Api Trans-Sulawesi. Salah satu bagian dari proyek ini yaitu
pembangunan rel kereta api Makassar—Parepare yang pelaksanaannya telah
berlangsung sejak tahun 2015.

Proyek Kereta Api Trans-Sulawesi Tahap I memiliki Jalur Kereta
Api yang membentang sejauh 145 km dan menghubungkan beberapa
kabupaten di Sulawesi Selatan, yakni Kabupaten Barru, Kabupaten Maros,
Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Pare-Pare.
Proyek Kereta Api Makassar—Parepare telah tertuang dalam Perpres No. 3



Tahun 2016 yang selanjutnya dituangkan kembali ke dalam Rencana Induk
Perkeretaapian Nasional (RIPNAS), Rencana Pengembangan Jangka
Menengah (RPJMN) 2020-2024, dan Rencana Strategis (Renstra) yang
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pembangunan jaringan jalur kereta api Trans-Sulawesi ini
diharapkan dapat menghubungkan wilayah atau perkotaan yang berada di
pulau Sulawesi, menjadi moda transportasi yang aman, cepat, dan
terjangkau bagi masyarakat, serta menjadi sarana kelancaran logistik dalam
rangka peningkatan perekonomian daerah, baik itu dalam bidang industri
maupun pariwisata serta agropolitan seperti kehutanan, pertanian dan
perkebunan.

Dilansir dari website dpmptsp.sulselprov.go.id, proyek Kereta Api
Trans-Sulawesi Tahap I yang melewati Kota Makassar sampai ke Kota
Pare-pare direncanakan akan melintasi pesisir barat dengan total 16 stasiun.
Rencana pembangunan ke-16 stasiun ini dibagi kedalam 7 segmen, yaitu
segmen A sepanjang 23 km, segmen B sepanjang 26,1 km, Segmen C
sepanjang 16,1 km, segmen D sepanjang 60 km, segmen E sepanjang 13,6
km, segmen Akses Garongkong sepanjang 4,7 km, dan Segmen Akses
Tonasa 9,7 km. Dari total 16 stasiun tersebut, terdapat 4 stasiun yang berada
di Kabupaten Maros, yakni Stasiun Lempangan, Stasiun Mandai, Stasiun
Maros, dan Stasiun Pute.

Pengadaan tanah tidak pernah terlepas dari konflik dan atau
permasalahan dalam pelaksanaannya, tidak terkecuali Proyek Trans-
Sulawesi Tahap 1 Makassar—Parepare yang berada di Kabupaten Maros.
Permasalahan-permasalahan tersebut bermacam-macam, dimulai dari
permasalahan ganti rugi, penolakan masyarakat terkait pelepasan tanah,
pelepasan wilayah hutan, keadaan tanah, dan lain sebagainya.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya diatas maka peneliti tertarik
melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul

“Strategi Kantor Pertanahan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah



Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Pembangunan

Rel Kereta Api Makassar—Parepare di Kabupaten Maros)”
B. Rumusan Masalah

Proyek Trans-Sulawesi Tahap I yang menghubungkan 7 (tujuh)
kabupaten/kota dari Kota Makassar hingga ke Kota Pare-Pare merupakan
salah satu proyek strategis nasional yang pembangunannya ada di Sulawesi
Selatan. Harapannya, moda transportasi kereta api ini dapat menjadi salah
satu transportasi percepatan perekonomian di Sulawesi. Proyek ini sudah
berada di tahap penyelesaian dan dinyatakan siap menjadi moda transportasi
umum bagi masyarakat, namun berbagai permasalahan yang terjadi selama
pelaksanaan diperlukan peninjauan dan cara jitu demi kelancaran
pembangunan rel kereta api Makassar—Parepare ini.

Berdasarkan permasalahan yang telah ada, rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu:

1. Apa saja strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dalam
pelaksanaan pengadaan tanah pada pembangunan rel kereta api
Makassar—Parepare?

2. Apa yang menjadi kendala serta solusi dalam pelaksanaan pengadaan

tanah pembangunan rel kereta api Makassar—Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan diatas, maka penelitian

ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui strategi pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Maros pada pelaksanaan pengadaan tanah jalur
rel kereta api Makassar—Parepare di Kabupaten Maros.

2. Mengetahui kendala pada pelaksanaan pengadaan tanah rel kereta api
Makassar-Parepare di Kabupaten Maros serta solusi yang diberikan oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Maros dalam menyelesaikan kendala

tersebut.



D. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu dapat

berguna dalam:

1.

Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini menambah ilmu pengetahuan
yang berkaitan dengan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan
jalur kereta api Makassar—Parepare di Kabupaten Maros dan sebagai
syarat kelulusan DIV Pertanahan.

Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), diharapkan
penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi di bidang pertanahan
terkhusus pengadaan tanah pembangunan jalur kereta api Makassar—
Parepare di Kabupaten Maros.

Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang strategi
Kantor Pertanahan Kabupaten Maros terhadap kendala yang terjadi
selama proyek pengadaan tanah kereta api di Kabupaten Maros

berlangsung serta solusi apa saja yang diberikan.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maros
dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah ialah dengan melakukan
pendampingan dan bantuan kepada masyarakat dalam melengkapi
berkas-berkas yang diperlukan dan melakukan penilaian tanah dengan
menggunakan tenaga profesional. Selain itu, strategi yang dilakukan
yaitu dengan transparansi dan akuntabilitas terkait harga tanah
masyarakat yang bidang tanahnya terkena objek pengadaan tanah,
mendorong masyarakat agar bentuk ganti kerugian pelepasan objek
pengadaan tanah menggunakan uang tunai, serta koordinasi dengan

pihak yang berkepentingan.

Kendala dan solusi yang terjadi selama pelaksanaan pengadaan tanah

rel kereta api Makassar-Parepare yaitu sebagai berikut:

a. Masyarakat Menolak Nilai Ganti Rugi yang Diberikan, solusi yang
diberikan yaitu dengan melakukan mediasi, jika tidak mencapai
kesepakatan dalam mediasi maka langkah yang diambil yaitu

konsinyasi (penitipan ganti kerugian ke pengadilan);

b. Batas Tanah yang tidak dapat diidentifikasi, solusinya yaitu
mempertemukan pemilik tanah dengan tetangga berbatasan di
lokasi untuk melakukan penunjukan batas dan untuk menghindari
sengketa batas;

c. Perbedaan Patok yang Dipasang oleh Instansi yang Membutuhkan
Tanah dengan Titik Patok di Penetapan Lokasi, solusinya yaitu
melakukan perbaikan patok batas yang disesuaikan dengan titik

patok yang ada di dalam DPPT;

d. Perbedaan Jumlah Pihak yang Berhak di Lapangan dengan yang
Ada di DPPT, solusinya yaitu melakukan peninjauan ulang
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B. Saran

terhadap DPPT serta melakukan inventarisasi dan identifikasi

tanah yang menjadi objek pengadaan tanah;

Tanah absentee, solusi yang diberikan yaitu melakukan
komunikasi jarak jauh kepada pemilik tanah jika pemilik tanah

tidak memungkinkan untuk datang ke lokasi;

Hambatan dalam pemberkasan, solusinya yaitu melakukan
sosialisasi terkait dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan

untuk melakukan klaim ganti rugi;

Tanah sisa. solusi yang diberikan yaitu perincian lebih lanjut
perihal tanah sisa di dalam DPPT dan penjelasan mengenai
mekanisme pemberian ganti kerugian tanah sisa di atas 100 m?

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat beberapa Saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait

penelitian yang dilakukan, berikut adalah saran tersebut:

1. Dalam menjalankan strategi-strategi pada saat pelaksanaan pengadaan

tanah, sosialisasi terkait pemberkasan, pengukuran bidang tanah, dan

sosialisasi terkait ganti kerugian perlu dilakukan lebih terpadu dengan

kuantitas pelaksanaan yang ditingkatkan lagi. Hal ini diperlukan untuk

memperlancar dan efisiensi waktu pelaksanaan pengadaan tanah.

2. Perlunya menambahkan mekanisme dan pendataan yang terperinci terkait

ganti rugi objek pengadaan tanah yang berpotensi memiliki tanah sisa di

atas 100m?, baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun pada

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).
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